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PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Zoon politicon merupakan salah satu sifat manusia, sifat ini
menyebabkan manusia selalu hidup berkelompok dalam suatu gugus yang
disebut masyarakat. Kenyataan ini membawa banyak kegunaan. Berjuta-juta
manfaat yang dapat direguk oleh manusia lewat hidup bersama, baik dalam
urusan pemenuhan kebutuhan hayati, raga maupun jiwanya.

Kebutuhan manusia untuk selalu hidup bersama ini melahirkan suatu
ikatan yang tidak dapat dihindari oleh seluruh makhluk hidup di dunia, yaitu
ikatan perkawinan. lkatan Perkawinan merupakan suatu unsur utama dalam
pembentukan keluarga yang harmonis dalam masyarakat, maka sesuai dengan
asas ubi societas ibi ius, pelaksanaan perkawinan memerlukan norma hukum
untuk mengaturnya. Penerapan norma hukum dalam pelaksanaan perkawinan
diperlukan terutama untuk mengatur hak, kewajiban, dan tanggung jawab
masing-masing anggota keluarga guna membentuk rumah tangga yang
harmonis dan sejahtera.?

Perkawinan disamping merupakan masalah keagamaan juga tergolong
dalam perbuatan hukum, dikarenakan dalam perlangsungan perkawinan, kita

dituntut untuk menaati peraturan-peraturan perkawinan yang ditetapkan oleh

Moch Isnaeni, Hukum Perkawinan Indonesia, (Bandung: PT Refika Aditama, 2016), him.1.

2 Herni Widanarti, “Akibat Hukum Perkawinan Campuran Terhadap Harta Perkawinan (Penetapan
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negara yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
(selanjutnya disebut “UUP”) yang disahkan pada tanggal 2 Januari 1974 dan
peraturan pelaksananya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan (selanjutnya disebut “PP No. 9 Tahun 1975”), yang berlaku efektif
pada tanggal 1 Oktober 1975.% Pembentukan peraturan-peraturan demikian,
ditujukan untuk menciptakan kepastian dan ketertiban hukum, serta merupakan
konsekuensi logis dari suatu negara hukum.*

UUP mendefinisikan perkawinan dalam Pasal 1: “Perkawinan adalah
ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri
dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Perkawinan di Indonesia mungkin terjadi antara sesama warga maupun
antara warga negara asing dengan warga negara Indonesia, biasanya disebut
dengan perkawinan campuran. Dewasa ini banyak terjadi perkawinan
campuran di Indonesia. Perkawinan ini dapat terjadi karena saat ini di dunia
telah berdiri sejumlah besar negara. Adanya sejumlah besar negara di dunia ini
merupakan suatu fakta yang jelas dan tidak dapat dibantah lagi bagi setiap
orang yang memperhatikan kehidupan sehari-hari. Jumlah negara di dunia pada
dewasa ini telah melebihi seratus negara. Terjadinya hubungan yang tetap dan

terus menerus antarnegara, juga merupakan kenyataan yang tidak dapat
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dihindari lagi. ® Era globalisasi telah melahirkan hubungan antar negara yang
semakin kompleks, sehingga dengan mudah bangsa lain dapat keluar masuk
wilayah Negara Republik Indonesia. Keberadaan orang asing tersebut
mengakibatkan perubahan sosial dan budaya, terutama di lingkungan tempat
banyak orang asing berada. Dewasa ini di kota-kota besar telah terdapat banyak
warga negara asing, bahkan di kota kecil seperti Jepara juga terdapat banyak
orang asing, baik yang mempunyai tujuan wisata, bisnis, dan kegiatan sosial
lainnya.®

Perkawinan campuran telah menjalar ke seluruh penjuru tanah air dan
lapisan masyarakat. Mobilitas manusia telah meningkat dikarenakan
globalisasi ekonomi, transportasi, dan informasi dengan cara migrasi
antarnegara, sehingga seseorang dapat berkomunikasi dan bertemu dengan
berbagai jenis suku bangsa yang berbeda agama, budaya maupun kebiasaan.
Komunikasi dan pertemuan ini menyebabkan warga suatu negara dapat
menyelenggarakan perkawinan dengan warga negara asing yang berdomisili
tetap maupun sementara sehingga terjadilah perkawinan campuran.’

Pasal 57 UUP mendefinisikan perkawinan campuran sebagai
"Perkawinan antara dua orang di Indonesia yang tunduk pada hukum berlainan,
karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan

Indonesia”.

> Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R.Agoes, 2017, Pengantar Hukum Internasional, (Bandung:
PT Alumni, 2017), him. 12.
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Perkawinan seperti perkawinan campuran dan perkawinan yang
dilakukan di luar Indonesia berpotensi menyangkut 2 (dua) sistem hukum yang
berbeda, sehingga tata cara dan ketentuan yang mempengaruhi sah atau
tidaknya perkawinan tersebut serta akibat hukum perkawinan perlu
memperhatikan sistem hukum masing-masing mempelai. Perkawinan yang sah
tentu menimbulkan akibat hukum yang sah juga.®

Perkawinan campuran seperti perkawinan umumnya juga memiliki
berbagai aspek, baik secara sosial, hukum maupun agama. Aspek hukum dalam
perkawinan dipahami dari pernyataan bahwa perkawinan adalah suatu
perjanjian. Perkawinan sebagai perjanjian mempunyai 3 (tiga) sifat, yaitu:
Pertama, tidak dapat dilangsungkan tanpa persetujuan kedua belah pihak.
Kedua, tata cara pelaksanaan dan pemutusannya ditentukan jika perjanjian itu
tidak dapat terus dilangsungkan. Ketiga, ditentukan juga akibat-akibat
perjanjian tersebut bagi para pihak. ° Sedangkan akibat hukum dalam
perkawinan campuran berupa: 1). Hubungan hukum antara suami dan istri, 2).
Akibat hukum terhadap harta perkawinan dan 3). Hubungan hukum antara
orangtua dan anak.°

Pelaksanaan perkawinan campuran di Indonesia harus memenuhi syarat-
syarat sesuai dengan ketentuan dalam UUP. Perkawinan campuran diatur

dalam BAB XII bagian ketiga dari pasal 57 sampai dengan pasal 62 UUP.
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Perkawinan campuran tidak dapat dilangsungkan tanpa dipenuhinya
secara sah syarat-syarat dalam hukum yang belaku bagi masing-masing pihak.
Pembuktian pemenuhan syarat-syarat sangat diperlukan untuk melangsungkan
perkawinan campuran tanpa halangan. Oleh karena itu setelah segala ketentuan
dipenuhi, pejabat yang diberikan wewenang oleh undang-undang akan
memberikan surat keterangan terpenuhinya syarat-syarat tersebut.!!

Surat Pengadilan atau keputusan Pengadilan harus diperoleh terlebih
dahulu agar perkawinan dapat dilangsungkan. Apabila pejabat berwenang tidak
bersedia memberikan surat tersebut, maka para pihak dapat meminta keputusan
pengadilan mengenai penolakan tersebut menurut hukum berdasar atau tidak.?
Perlangsungan perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agama
dan dilakukan di hadapan pegawai pencatat perkawinan.

Perkawinan di luar Indonesia antara sesama warga negara Indonesia
maupun warga negara Indonesia dengan warga negara asing dianggap sah bila
dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara dimana perkawinan tersebut
dilangsungkan dan bagi warga negara Indonesia tidak melanggar ketentuan
UUP. 13 Jika perkawinan dilakukan di Indonesia, maka harus mengikuti
prosedur yang telah ditetapkan UUP. Sebaliknya jika perkawinan
dilangsungkan di negara pihak lainnya, maka berlakulah ketentuan tata cara
menurut hukum di negara yang bersangkutan. Apabila setelah enam bulan

sejak surat keterangan atau keputusan pengadilan diperoleh, para pihak tidak

1 Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan, Hukum Adat,
Hukum Agama, (Bandung: CV: Mandar Maju, 2018), him.15
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segera melangsungkan perkawinan. Maka surat keterangan atau keputusan
Pengadilan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum lagi.**

Perkawinan campuran harus dicatatkan oleh pegawai pencatat yang
berwenang.!® Pegawai pencatat yang berwenang bagi warga negara beragama
Islam ialah Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah
Talak Cerai Rujuk. Sedangkan bagi yang bukan beragama Islam, pencatatan
perkawinan dilakukan oleh Pegawai Kantor Catatan Sipil.®

Perkawinan yang sah akan mengakibatkan terciptanya harta benda
perkawinan.!’ Bidang ini merupakan bidang hukum keperdataan yang sangat
berpotensi menimbulkan konflik, dikarenakan pengaturan perkawinan tidak
semudah bidang hukum lain yang memiliki sifat netral. Dalam perkawinan
campuran yang berhubungan dengan orang asing, muncul perbedaan prinsip
yang mendasarinya sehingga muncul kompleksitas di dalam hukum harta
kekayaan perkawinan campuran.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut sebagai
“KUH Perdata”) menyatakan sejak saat dilangsungkan perkawinan maka
menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami istri, sejauh
tentang hal itu tidak diatur secara berbeda dalam perjanjian perkawinan. Calon

pasangan suami istri membuat perjanjian kawin karena keduanya telah sepakat

14 pasal 60 ayat (5) UUP.
15 pasal 61 ayat (1) UUP.
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untuk melakukan penyimpangan terhadap pengaturan seluk beluk harta
perkawinan dalam undang-undang.*®

UUP mengatur Perjanjian Kawin hanya dalam satu pasal yakni Pasal 29
UUP. Berbeda dengan KUH Perdata yang menyodorkan pasal dalam jumlah
yang banyak. Perbedaan ini benar-benar mencolok, dan terkesan UUP
memberikan keleluasaan yang teramat longgar kepada calon suami istri dalam
penentuan pengaturan harta kawin mereka, dengan batas tidak membentur
kaidah kesusilaan, hukum dan agama.?°

KUH Perdata dalam Pasal 147 menyatakan “Perjanjian kawin harus
dibuat dengan akta notaris sebelum pernikahan berlangsung, dan akan menjadi
batal bila tidak dibuat secara demikian. Perjanjian itu akan mulai berlaku pada
saat pernikahan dilangsungkan, tidak boleh ditentukan saat lain untuk itu.?*”
Perjanjian kawin ini mulai berlaku bagi pihak ketiga sejak hari pendaftarannya
di Kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat, di mana pernikahan itu telah
dilangsungkan.?? Setelah perkawinan berlangsung perjanjian kawin dengan
cara bagaimanapun tidak boleh diubah. Hal ini diatur secara berbeda oleh UUP.
Berdasarkan Pasal 29 UUP perjanjian tidak wajib dibuat dengan akta otentik,
cukup tertulis saja. Perjanjian kawin dalam UUP juga menyatakan bahwa,
perjanjian dapat diubah selama perkawinan berlangsung dengan syarat tidak
menyebabkan kerugian kepada pihak ketiga. Hal ini jelas jauh berbeda dengan

KUH Perdata yang melarang mengubah suatu Perjanjian kawin. Tetapi UUP
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dan KUH Perdata memiliki persamaan yang signifikan, bahwa baik dalam
UUP maupun KUH Perdata, perjanjian hanya boleh dibuat sebelum
perkawinan, dan disahkan pada saat perlangsungan perkawinan. Waktu mulai
berlakunya juga sama, yaitu sejak perkawinan terjadi, dan bukan pada waktu
yang lain.?

Harta bersama dapat menimbulkan permasalahan dalam perkawinan
campuran. UUP dalam Pasal 35 ayat (1) menyatakan “Harta benda yang
diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”. Hal ini berarti harta
milik warga negara Indonesia yang menikah dengan warga negara asing tanpa
membuat perjanjian pisah harta terlebih dahulu menjadi milik bersama,
terhitung juga segala tanah yang dimiliki dan secara tidak langsung hal ini telah
menentang Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang No 5 Tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut “UUPA”) yang
berbunyi “Hanya warganegara Indonesia dapat mempunyai hak milik.”?*

Pertentangan ini menyebabkan hak atas tanah pasangan suami istri
perkawinan campuran tidak dapat diperoleh. Baik dalam UUP maupun KUH
Perdata, perjanjian hanya boleh dibuat sebelum perkawinan, dan disahkan pada
saat perlangsungan kawin, juga waktu mulai berlakunya adalah sama, yakni
sejak perkawinan terjadi, dan bukan pada waktu yang lain. Ketentuan ini
mendiskriminasi pasangan perkawinan campuran yang tidak pernah membuat

perjanjian pisah harta sebelumnya karena mereka tidak dapat memiliki
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sertifikat hak milik (selanjutnya disebut “SHM™) dan hak guna bangunan
(selanjutnya disebut “HGB”).

Contoh perkawinan campuran yang mengajukan permohonan untuk
menyelesaikan persoalan akibat perkawinan terhadap harta benda adalah
perkawinan campuran antara lke Farida warga negara Indonesia dengan
suaminya yang berkewarganegaraan Jepang.

Ike Farida (selanjutnya disebut “Pemohon’) kemudian menulis dalam
Surat Permohonan pengujian dengan Nomor 2953/FLO-GAMA/VI1/2015
kepada Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut “MK”), bahwa ia
merupakan warga negara yang patuh dan sangat menghormati hukum, sama
dengan warga negara Indonesia lainnya, Pemohon selalu tepat waktu dalam
membayar pajak dan kewajiban-kewajiban lainnya sebagai warga negara
Indonesia tanpa pengecualian. Akan tetapi setelah segala ketaatannya kepada
negara dalam memenuhi kewajibannya, pemohon malah di diskriminasi oleh
negara hanya dikarenakan ia menikahi pria berkewarganegaraan asing. Pada
kenyataannya, keberadaan pasal-pasal ini bukan saja telah merenggut keadilan
tetapi juga hak asasi pemohon. Hal ini menyebabkan Pemohon mengajukan
gugatan perkara pengujian ke Mahkamah Konstitusi atas Pasal 21 ayat (1) ayat
(3) UUPA dan Pasal 36 ayat (1) UUPA serta Pasal 29 Ayat (1) ayat (3) ayat (4)
UUP dan Pasal 35 ayat (1) UUP terhadap Undang-Undang Dasar 1945
(selanjutnya disebut “UUD 1945”).%

Pasal 21 UUPA:

25 putusan MK Nomor 69/PUU-X111/2015.



(1) “Hanya warganegara Indonesia yang dapat mempunyai hak milik.

(2) Oleh Pemerintah ditetapkan badan-badan hukum yang dapat
mempunyai hak milik dan syarat-syaratnya.

(3) Orang asing yang sesudah berlakunya Undang-Undang ini memperoleh
hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau percampuran harta karena
perkawinan, demikian pula warga negara Indonesia yang mempunyai
hak milik dan setelah berlakunya undang-undang ini kehilangan
kewarganegaraannya wajib melepaskan hak itu dalam jangka waktu 1
(satu) tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau hilangnya
kewarganegaraan itu. Jika sesudah jangka waktu tersebut lampau hak
milik itu tidak dilepaskan, maka hak tersebut hapus karena hukum dan
tanahnya jatuh pada negara, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak
lain yang membebaninya tetap berlangsung.”

Pasal 36 ayat (1) UUPA:
(1) “Yang dapat mempunyai hak guna bangunan ialah :
a. warganegara Indonesia;
b. badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan
berkedudukan di Indonesia.”
Pasal 29 ayat (1) ayat (3) ayat (4) UUP:

(1) “Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah
pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis
yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya

berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
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(3) Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.

(4) Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah,
kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan
perubahan tidak merugikan pihak ketiga.”

Pasal 35 ayat (1) UUP:

(1) “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta
bersama.”

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis sangat berkeinginan untuk
mengkaji secara saksama penyelesaian sengketa kasus Putusan MK Nomor
69/PUU-XI11/2015 yang berkaitan erat dengan Perjanjian Kawin dan Hak Atas
Tanah pelaku Perkawinan Campuran di Indonesia.

1.2 Rumusan Permasalahan

1. Apakah akibat hukum yang timbul dari putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 69/PUU-XI111/2015 terhadap Perjanjian Kawin di Indonesia?

2. Bagaimana model perjanjian kawin setelah perkawinan berlangsung di
Indonesia pasca berlakunya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
69/PUU-XI111/2015?

3. Bagaimana status kepemilikan hak atas tanah dari warga negara Indonesia
pelaku Perkawinan Campuran tanpa Perjanjian Kawin pasca putusan

Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XI111/2015?
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1.3 Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui akibat hukum yang timbul dari pengesahan putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XI11/2015 terhadap perjanjian
kawin di Indonesia.

2. Untuk mengetahui bagaimana model perjanjian kawin setelah perkawinan
berlangsung di Indonesia pasca berlakunya putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 69/PUU-XI111/2015.

3. Untuk mengetahui bagaimana status kepemilikan hak atas tanah dari
warga negara Indonesia pelaku Perkawinan Campuran tanpa perjanjian
kawin pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-X111/2015.

1.4 Manfaat Penulisan
1.4.1. Manfaat praktis
Secara praktis, diharapkan penulisan tugas akhir ini dapat memberi
masukan dan menjadi sumber inspirasi yang relevan bagi penelitian
berikutnya yang berkaitan dengan karya ilmiah hukum ini.
1.4.2. Manfaat teoritis
Penelitian yang penulis lakukan secara teoritis diharapkan dapat
menambah ilmu pengetahuan semua pembaca. Khususnya disiplin ilmu
hukum di bidang hukum perkawinan campuran dan perjanjian
perkawinan.
1.5 Sistematika Penulisan
Penulisan tugas akhir ini menggunakan sistematika sebagai berikut:

BAB | PENDAHULUAN
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BAB Il

BAB Il

BAB IV

BAB V

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan
penelitian, serta sistematika penulisan.
TINJAUAN PUSTAKA
Bab ini berisi penjelasan tentang perkawinan, perkawinan
campuran, dan Mahkamah Konstitusi.
METODOLOGI PENELITIAN
Bab ini menjelaskan jenis penelitian, jenis data, cara perolehan data,
jenis pendekatan, analisis data dan jadwal penelitian yang digunakan
penulis dalam penelitian ini.
HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS PENELITIAN
Bab ini berisi analisis dari hasil pengolahan data dan pembahasan
mengenai perjanjian perkawinan, model perjanjian perkawinan
setelah perkawinan berlangsung dan status kepemilikan hak atas
tanah dari warga negara Indonesia pelaku perkawinan campuran
tanpa perjanjian kawin di Indonesia pasca keluarnya putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-X111/2015.
KESIMPULAN DAN SARAN
Bab ini berisikan beberapa kesimpulan dan saran dari hasil

penelitian penulis.
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